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ABSTRAK
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pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selama hampir
dua tahun terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju
kerusakan hutan di Indonesia cenderung semakin meluas. Selain kebakaran




hutan, pembalakan liar (illegal loging) adalah penyebab terbesar kerusakan

hutan.
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yang berhubungan dengan hutan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan dan pengelolaan hutan untuk
mencegah terjadinya kerusakan hutan seperti pembalakan liar diperiukan
adanya penjagaandan pengawasan oleh aparat yang berwenang.yaitu Polisi
Kehuutanan (Polhut). Disahkanya undang- undang kehutanan mampu dijadikan



senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku pembalakan

liar.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa

5 Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap ftersangka untuk
diserahkan kepada yang berwenang.

6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya
tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan.(Kurniawan, 2017)



BerdasarkanUndang-Undang No.18 Tahun 2013 pasal 5 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan mengatakan bahwa
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bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, (Woy, 2013)

Kejahatan hutan atau illegallogging di wilayah Kabupaten Enrekang
semakin merusak sumber dava hutan, Pengapalan kayu tanpa dokumen
dilakukan secara terang-terangan Ironisnya, kejahatan itu tak juga bisa
dihentikan, bahkan para pelaku masih saja lolos dari jerat hukum.



Selama ini, praktik illegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan
hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal
mmmmmmmmﬁmﬂu kebijakan pemerintah
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ini masih di tambah dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, sebagian
besar masih diolah secara terbatas dengan mengandalkan musim penghujan,
hal mi di sebabkan karena sistem irigasi teknis yang belum banyak
berkembang. Alhasil, masyarakat di sekitar hutan mulai terdesak akan berbagai
kebutuhan hidupnya sehingga mercka mulai melakukan upaya agar kebutuhan




keluarganya dapat terpenuhi namun dengan melakukan pencurian kayu (Mlegal
Logging) di kawasan hutan.

Informasi polisi hutan setempat mengenai kasus pembalakan liar di
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1) BagaimanaPeran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan
(UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar
Dikabupaten Enrekang?

2) Apa Faktor Penghambat UPT Kesatuaan Pengelolaan Hutan (L/PT
KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar Dikabupaten
Enrekang?




C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, twjuan penelitian ini adalah:

1) Untuk Mengetahni Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan

I} Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Dinas  Kehutanan
2)Untuk  menambah wawasan dan pengetahuan peran yang dilakukan
pemerintah daerah dalam Pencegahan pembalakan liar.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

aparat, serta faktor masyarakat dan pejabat setempat vang ikut terlibat
didalam melakukan tindak pidana dibidang kehutananPemerintah Daerah.
Sedangkan penelitian yang akan sava teliti yaitu bagaiamana peran UPT
KPH Mata Allo kehutanan dalam mejalankan peranya untuk pencegahan
pembalakan liar di Kabupaten Enrekang.




2. (Woy, 2013)melakukan penelitian judul dengan Kewenangan pemerintah
daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar (i/legal logging) Hasil
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pentingnva hutan, masvarakat tidak paham aturan kehutanan, kurangnya
sarana dan prasarana pemeliharaan hutan. Upaya Dinas Kehutanan
Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana dlegal logging
seperti memonitoring hutan, koordinasi antara instansi, sebagai saksi ahli,
pemantapan  kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat  sekilar




hutan Sedangkan yang akan saya teliti peran UPT KHP Mata Allo di
enrekang dalam pencegahan pembalakan liar di Enrekaang dan faktor
penghambat pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Enrekang.
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‘a) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

b) Pemanfaatan hutan;

c) Penggunaan kawasan hutan;

d) Rehabilitasi hutan dan reklamasi (Catatan: Khusus untuk
Rehabilitasi dan Reklamasi vang berada dalam Kawasan Hutan,
karena sesuai 171J 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



kewenangannya ada di Pusat, saat ini sedang dicarikan solusi dan
kebijakan agar KPH sebagai Institusi Tapak dapat berperan karena
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dekat masyarakat, akan memudahkan pemahaman permasalahan il di

tingkat lapangan, untuk sekaligus memposisikan perannya dalam
konflik.




2. Optimalisasi potensi melalui pemanfaatan hutan (kayu, non kayu, jasa
lingkungan, dll) sesuar dengan kondisi yang ada di tingkat lapangan.
3. Menjadi salah satu wujud nyata bentuk desentralisasi sektor kehutanan,

pemeliharaan, perlindungan, monev.

Dengan memperhatikan peran strategis yang harus dimainkan serta dalam
menjalankan Tupoksi Pengelolaan yang harus diemban KPH. Terlihat bahwa
semua aktivitas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan,
permasalahan-permasalahan  kehutanan (sosial. konfik, illegal logging.
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degradasi lahan, deforestasi, kebakaran hutan dan lain sebagainya) akan
bersentuhan dengan KPH.

Dengan demikian dalam konteks Pengelolaan hutan lestari, Keberadaan
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dan gasnya sangat penting unfuk pengawasan kawasan hutan adapun
kerusakan hutan yang melibatkan kesatuan pengelolaan hutan seperti
pembalakan liar,pencegahan tanah longsor banjir kebakaran hutan serta
hilangnya keberagaman hutan
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C. Pengelolaan Hutan
Pengelolaan hutan partisipatif dapat diwujudkan melalui Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Menunt Keputusan Direksi Perum
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Landasan hukum yvang mengatur pengelolaan sumber dava hutantertuang
dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pemerintah
Pusat masth tetap memiliki tanggup jawab dalam menetukanstatus dan
penataan kawasan hutan, melakukan intentarisasi dan perpetaan.menyiapkan
rencana-rencana pengelolaan hutan serta pelaksanaannya diaturdalam PP No.
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34 Tahun 2002 pasal 42 menjelaskan bahwa hanya Pemerintah Pusat vang
berhak mengeluarkan izin penebangan kayu, berdasarkan rekomendasi dari
Pemda. Penjelasan PP No. 34 Tahun 2002 menegaskanbahwa Pengelolaan
hutan dan Pemda bertanggung jawal teshadappengawasan hutan, Pemda diberi

wewemang untuk mengg / \
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bersama atau musyawarah vang mereka hadapi dalam pemanfaatan

sumberdaya hutan, ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat
untuk mengamankan sumberdayva milik bersama dan pengzunaan berlebihan
baik oleh orang luar maupun masyarakat sendiri. Ada mekanisme pemerataan
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distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam
kecemburuan sosial di tengah masyarakat,
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vang lestari karena: (1) masyarakat lokal bergantung terhadap sumberdaya
hutan dan bertanggung jawab penuh mengelola hutan, (2) masyarakat lokal
mempunyai kearifan tersendini yang sesuai dengan kondisi biofisik hutannya,
(3) masyarakat lokal memiliki karaktenistik lingkungan yang beragam (biofisik,

ekonomi, sosial) yang harus ditanggapi secara tepat dan cepat{Herawan, 2019).
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Berdasarkan penjelasan  diatas bahwa pengelolaan hutan  adalah
pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat desa hutan atau pihak
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. en sektor swasta

mengelola.  Menurut  Ndraha dalam  bukunya Kybernology (llmu
Pemerintahan Baru) | discbutkan bahwa istilah manajemen datang darni
bahasa Inggris managemeni. Istilah ini terbentuk dari akar kata manus,
tangan. yang berkaitan dengan kata menagerie yang berarti beternak.
pagar. Kata manus berkaitan dengan kata manage yang berasal dari bahasa

Latin manstonaticum yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen
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mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha (doing  right
things) secara efficient (doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan
ditetapkan. (Ndraha, 2011)
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pengelompokan tersebut dan
c) Fungsi Penggerakan (Acmuating)
untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan vang ditetapkan oleh unsur

perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.




d) Fungsi Pengawasan (Controlling)
Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-
kegiatan dilaksanakan sesuai Pelak - tievaluasi
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administrasi  biasanya dengan istilah pemenntah. Sedangkan kegiatan

pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut dengan istilah
pemerintahan ™
Kemudian ndak jauh berbeda dengan makna dan pengertian

pemerintah di atas, Salam mendefinisikan pemerintah sebagai berikut:
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“Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi
kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan
kebutuhan dan keperluan h]du : i, sehingga interaksi tersebut dapat
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organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik.Dengan
demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial,
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mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan™.(Istianto,
2011)

efficient (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi dan skill
w,, ko, s — _ jsionl, Yiog | (SlmD
ditetapkan.” (Ndraha, 2011- 159),




Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu
Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology (llmu Pemerintahan
Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160), antara lain ©
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penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut

Menurut  Anf (dalan Nurdin.2014)Peranan pemerintah dalam
pemberdayaan masyarakal terdapat empat peran yaitu:
1. Peran pemenintah sebagai Regulator, yaitu pemenniah menyiapkan arah
untuk menyeimbangkan penvelengaraan pembangunan (menerbitkan
peraturan - peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administ
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pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar
yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk

A'g’% 8/ AKASe.
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Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakan partisipasi
(mendorong dan memelihara dinamika pembangunan dacrah). Scbagai
pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat, Bimbingan dan
pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah



24

melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan

pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

/\ enciptakan kondisi vang
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Forest Watch Indonesia (FWT) dan Esensi vang penting dalam praktik

Global Forest Watch (GFW) menggunakan penebangan liar (illegal logging)

ini adalah istilah “pembalak ilegal” yang merupakan perusakan hutan yangakan
berdampak pada istilah dari penebangan liar (illegal logging), kerugian baik

dari aspek ekonomi, ekologi yang menggambarkan semua praktik atau maupun




itu tidak melalui proses perencanaan secara permanen, pengelolaan dan
perdagangan komprehensif, maka penebangan liar kayu vang tidak sesuai
dengan hukum (illegal Ingging) berpotensi merusak hutan Indonesia. yang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Perusakan hutan
adalah proses, cara. atau perbuatan merusak hutan melalui  kegiatan
pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin
yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam



diproses penetapanmya oleh Pemerintah. Pembalakan liar adalah semua kegiatan
pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
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salwa serta ekosistemnya seperti Kawasan Suaka Alam berupa Cagar

Alam dan Suaka Margasatwa, Kawasan Pelestarian Alam berupa
Taman Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan
Taman Baru
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2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
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2) Tidak Langsung
Manfaat tidak langsung adalah manfaat vang tidak langsung

dinikmati mayarakat, tetapi yang dirasakan adalah keberadaan
hutan itu sendiri, adapun manfaat hutan secara tidak langsung
sehagai berikut:

a) Dapat mengatur tata air
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Hutan dapat mengatur tata air dan meninggikan debit air
pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air
yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan
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tekanan mental dan stress;

¢) Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata
akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun
domestic untuk skedar rekreasi dan berburu
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f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan

keamanan Sejak zaman dahulu hutan mempunyai peranan
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G. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka
Hutan (UPT KPH ) Mata Allo B Pencegahan Pembalakan Liar Di
Kabupaten Enrekang dar / \ ngka pikir, yang menjadi
fokus penelitian mi
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dinamika pembangunan daerah dalam pencegahan pembalakan liar di
Kabupaten Enrekang.

3. Peran pemenintah sebagai fasilitator adalah peran UPT kesatuan pengelolaan
hutan Mata Allo mencptakankeadaan yang kondusif dan menyediakan



saraa prasarana  bagi pelaksanaan pembangunan dalam pencegahan
pembalakan liar di Kabupaten Enrekang

4. Pemerintah sehagai Katalisator adalah peran UPT kesatuaan pengelolaan




BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lekasi Penclitian
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a) Data Primer, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara
dan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti.
b) Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber lain, dari dokumen

EE]



D. Teknik Pengumpulan Data
1. Obeservasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan
langsung pada objek penclitian di UPT KPH Mata Allo Kabupaten
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F.Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan

proses pengumpulan data smapai diperoleh suatu kesimpulan, schingga analisis

1 Triagulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain
keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triagulast metode bermakna data yang diperoleh dan satu sumber dengan
vang didapat.
3. Tnagulasi waktu yaitu berkenaan dengan waktu pengambilan data.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
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1999 tentang kehutanan menegaskan bahwa pembentukan wilayah
pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat unit pengelolaan Yang
dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan terkecil
sesuai fungsi pokok dan peruntukannya vang dapat dikelola secara efesien

dan lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo
memiliki tugas pokok antara lain menyelenggarakan pengelolaan hutan di
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tingkat tapak yang meliputi, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan, Pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, dan

reklamasi, perlindungan hutan, dan ko

| : ,.',"J' »\\\‘“

L\ TV SounZ

ERNIR // (2 5N
Lo - ‘
R -

b. Misi
I} Menginventarisasi wilayah kelola dan penataan batas kawasan.
2) Optimalisasi pemamfaatan potensi (HK, HHBK, dan Jasling)
gunamewujudkan  konsep pengelolaan hutan lestani  dan
berkelanjutansecara mandiri berbasis eco-agroforestry.
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8) Memt koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi deng
pihakterkait  dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efesiensipengelolaan hutan.

9) Membangun core bisnis melalu  pola kemitraan dalam
rangkamengembangkan investasi guna mewujudkan kemandirian

KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
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10)Membangun ~ model/cluster  pengelolaan  dan  pemanfaatan
hutanberbasis eco-agrooforestry di wilavah tertentu.

Wilayah Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan

b. Luas
Wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V
Mata Alle terbagi menjadi 12 kecamatan . Berdasarkan wilayah administrasi
pemerintahan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata
Allo terletakdi kabupaten Enrckang, dengan luas wilayah 79.9065 Ha,
terdin dan Hutan Lindung (HL) 69.040 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas




(HPT)7.866,5 Ha. Luas wilayah kelola KPHL unit V Mata Allo disajikan

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan terdin dani beberapa batas
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Umit V Mata Allo
sebagai berikut -

I Sebelah Selatan - Area Penggunaan Lain (APL) Kabupaten Sidrap
2. Sebelah Utara - Hutan Lindung Kabupaten Tana Toraja
3. Sebelah Timur : Hutan Lindung Kabupaten Luwu

4. Sebelah Barat : Hutan Lindung Kabupaten Pinrang
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Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri dari beberapa batas
wilayah Hutan Produksi Unit V Mata Allo sehagai berikut -
5. Sebelah Selatan : Desa Ledan
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sehingga masth ada tata batas penunjukkan menjadi pedoman untuk wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit V Mata Allo. Kondisi
kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo
terdapat beberapa pusat desa.




C. PROFIL Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Dinas Kehutanan KabupatenEnrekang

1. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan

2) Pengelola Pelestarian Sumber Dayva Alam
3) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha
2. Uraian Tugas dan Kegiatan Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Kehutanan Kabupaten Enrekang
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang
merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang
pengelolaan hutan, yang memiliki kegiatan seperti kegiatan identifikasi
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hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit V Mata
Allo, penataan hutan pada wilayah tertentu, pemanfaatan hutan pada
wilayah tertentu, dan pembangunan bisnis utama.

a. Kepala Unit Pengelg ./\'*-. (UPT) Dinas Kehutanan
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1) Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan
hutan_hasil hutan, tumbuhan.

2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan

3) perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta

4) perangkat vang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
¢. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, melaksanakan tugas, vaitu
1) Memimpin sub. Bagian tata usaha




2) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian tata usaha




Gambar 4.1
Stuktur Organisasi UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Kab.
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D.Peran UPT KPH Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar di
Kabupaten Enrekang

Upaya pencegahan pembalakany liar memang tidak pernah berhent
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1. Peran Pemerintah Seabagai Regulator
Pemenntah menyiapkan arah untuk menveimbangkan penyelengaraan
pembangunan (menerbitkan peraturan - peraturan dalam rangka efektifitas
dan tertib admimist pembangunan). Dimana telah kita ketahui bahwa
regularor adalah pengatur jalannya mekanisme pemenntahan atau tatanam

pengelolahan yang dimana di ketahui bahwa pemerintah adalah pucuk dari




regulator itu sendini sebagai pengatur tatanan serta aturan aturan yang akan
di kembangkan serta memperoleh hasil yang efektif dan efisien.

Kawasan hutan yang di kelu a efisien adalah merupakan hutan

produksi atau hutan lindung ¢ il merupakan jantung kehidupan

masvarakat setempa / \

I pencegahan dari
kerusakan \
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sendin.” (Wawancara dengan MS, Tgl 01 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa sebulum me
gelolah hutan harus melakukan perizizan ke peemrintah setempat guna
mendapatkan penzian sesuai dengan Perda No. 06 Tahun 2012 Tentang
Pengolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten
Enrekang, pada pasal 3 yang berbunyi setiap pengelolaan kayu pada hutan




hak/hutan rakyat, baru dapat di laksanakan apabila telah mendapatkan izin
dari pejabat berwenang Izin yang di maksudkan hanya dapat di berikan
kepada perorangan baik untuk di perjual belikan maupun untuk pemakaian

ardinator Polist Hutan
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pencbangan hutan maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada
pemenintah setempat.

Berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengolaan Kayu Pada
Hutan Hak/Hutan Rakyat Kab. Enrckang terkait dengan pemberian izin,
tidak serta merta begitu saja lansung mendapatkan izin, ada beberapa hal
vang harus di penuhi oleh masyarakat jika ingin mendapatkan izin untuk
melakukan penebangan hutan.

b




49

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan Kepala UPT
KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya scbagai
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa
sebelum melakukan penebangan pohon di hutan harus mendapatkan izin
terlebih dahulu. Prosedur pendapatan izin adalah masyarakat harus melapor
terlebih dahulu ke desa/lurah. lalu ke kecamatan kemudian ke pemerintah
setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindan yang namanya

pembalakan har serta mengurangi penebangan pohon vang tidak sesuai

e




dengan prosedumya serta pembukaan lahan secara berlebihan yang
mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sckitaroleh sebab itu
ketegasan pemerintah dalam hal ini dibutuhkan sebagai pengatur agar tidak

terciptanya tindakan vang tidak ¢
/
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daerah, dimana dalam hal it pemerintah dituntut dalam hal penggerak atau

partisispasi lebih dalam pengelolahan hutan.

proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan
dacrah) Serta bagaimana pemerintah menghimbau masyarakat dalam
menjaga kelola hutan dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatan

penghijauan.




51

Permasalahan mengenai pembalakan hutan secara liar merupakan
permasalahan yang akan vang berdampak kepada masyarakat itu sendiri

dan merusak tatanan ekologi

t harus diperhatikan oleh
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memberikan  kerugiaan yang sangat besar bukan hanya bagi
pemerintah tetapi bagi masyarakat
Berdasarkan wawancara diatas dipertegas vang sama juga di
ungkapkan oleh Koordinator Polisi Hutan Kabupaten Enrekang dalam
wawancaranva sebagai berikut
“Pembalakan hutan vang terjadi di Kab. Enrekang, jika di lakukan terus
menerus akan berdampak kepada kelidupan masyarakat. Karena jika

pembalakan hutan terus terjadi makan menyebabkan terjadinya erosi,
schingga suatu waktu dapat menyebabkan banjir, longsor, dan
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sebagainya karena pohon sudah tidak mampu menahan air”
(Wawawncara dengan SB, Tgl 12 November 2020),

pembalakan hutan secara liar yangt¢rjadi di Kab. Enrekang jika terus-terus
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| Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa masih banyak
| masyarakat yang tidak mengindahkan dengan dikeluarkanya peraturan
larangan penebangan hutan secara liar, jika di temukan maka akan di
berikan sangsi hukuman penjara dan denda. serta larangan penebangan
hutan tanpa ada surat izin

Hal yang sama juga di tegaskan oleh Kepala UPT KPH Mata Allo
Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai berikut -

-
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“Dalam upaya pemberantasan pembalakan hutan secara liar, Pemerintah
telah berupaya untuk bagaimana menghentikan penebangan hutan
secara sembarangan. Upaya vang di lakukan pemeriniah salah satunya
adalah dengan mengeluarkan kebijkan larangan pembalakan hutan
secara  sembarangan, _;r.ka mqadl maka akan di  berikan
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yang di lakukan setﬂlah melalu.tkan pcnebmgn hul.an. sala satunya
adalah dengan melakukan penghijauan atau penanaman kembali
pohon”. (Wawancara dengan MS, 1 November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dipertegas dengan yang sama juga di
ungkapkan oleh salah satu masyarakat, dalam wawancaranva sebagai
berikut :

“Untuk menjaga kelestarian hutan, Pemerintah melalui dinas Kehutanan
sclalu mengawasi kami ketika melakukan pencbangan. Selain itu,
biasanya juga di adakan sosialisasi terkait dengan mengambil hasil
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hMmhyumpeman,huhdangeuhthnplnusseﬂa
lata cara pencbangan pohon yang baik dan benar, tndakan apa saja
yang di lakukan setelah melalukan penebangan pohon dansebagainya.
Hal tersebut di lakukan untuk menghindari adanya kerusakan hutan,
(Wawancara dengan YN, Tgl 15:November 2020).

Berdasarkan pernyataan ditas bahwa kordinator mempersiapkan
| beberapa personil polisi hutan dalam mengawasi kawasan hutan lindung
yang di mana berjumlah 4 orang,Dimana mereka melakukan patroli didalam
hutan | kali dalam | bulan. Mengingat kawasan hutan lindung yang ada di
kawasan buntu batu kabupaten Enrekang yang mempunyai kawasan yvang
luas tidak mampu menjangkau secara keseluruhan dari personil yang di
sediakan. Oleh sebab itu di harapkan pemerintah mampu melakukan

-



penambahan personil polisi hutan sebagai subyck utama penggerak
pencegahan pembalakan har.

Pemerintah pun di harapkan niengadakan kegiatatan penggerak kepada
i bibit pohon dan
untuk  melakukan
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masalah utama di Buntu Batu.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan
(menjembatani  kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan
pembangunan dacrah) Tentunya pemerintah di tuntut untuk bagaimana
menjembatangi pengelolaan serta pengadaan fasilitas pendukung yang di
butuhkan, dalam hal ini dalam masyrakat serta polist hutan.




Sebagai Fasilitator Pemerintah berupayva untuk menciptakan atau
menfasilitasi apa vang menjadi keperluan masyarakat serta pengawas hutang
lindung tersebur, agar tercipta latanam lingkungkungan yang kondusif, serta

hutan, maka memerlukan surat izin dari pemerintah setempat, jika itu tidak

ada maka tidak akan di izikan untuk melakukan penebangan pohon di hutan
Berdasarkan wawancara diatas  diperiegas vang sama juga di
ungkapkan oleh Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam
wawancaranya sebagai berikut :
“Sebagai Fasilitator atau penyedia layanan, peemerintah melalui Dinas
Kﬂmﬂaluwmmmmgbmkkm

masyarakal, terutama dalam pendapatan izin melakukan penebangan
hutan. Memberikan fasilitas yang memadai, menyiapkan dan mengurus

.
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berkas-berkas yang di butuhkan masyarakatserta melakukan
pendampingan ketika sedang melalukan penebangan pohon di hutan™.
(Wawancara dengan MS, Tgl 15 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa sebagai
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pengawasan yang di sediakan. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah
bagi pemerintah dalam memfasilitasi pengadaan jumlah personil
pengawasan polisi hutan.

| Berbicara mengenaipengadaan  fasilitas tidak jauh dari sifat
| penanggulangan mengingat lokasi hasil pembalakan meninggalkan bekas
hutan yang gunmdultentunya hal ni akan berdampaak posinf bagi
lingkungan yang memicu terjadinya bencara tanah longsor. Dari pada itu di
butuhkan yang namanya penghijauan atau penanaman bibit pohon pada

]




lokasi bekas pembalakan Seperti  hasil wawancara yang dilakukan oleh
kondinator polisi hutan sebagai berikut.

- kami mengharapkan adanyn bantuan dari pemerintah seperti blh!l

hutan lindung vang dimang
hliltﬂs dan di adaka T i

kami berharap pemérmini il lsaalpatmllsepem
senter dan se n SE

sebagal serta papan mfﬂrmam himbauan
lamngan memhuang sampah dan merusak tanaman di lokasi hutan

lindung.. "(wawancara dengan Kepala dinas kehutanan enrekang 05

desember 2020),

Berdasarkan pernyaataan diatas bahwa pemerintah telah menyediakan
dan melakukan sebuah tindakan memfasilitasi masyarakat dalam
pengelolazan dan pengembangaan hutan lindung Dalam hal ini tindakan
pemerintah secara maksimal di butuhkan agar tecipta pengelolaan yang

efisien dan berkelanjutan mengingat lagi bahwa peran pemerintahlah yang
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menjadi tiang utama suatau pemecahan masalah-masalah sosial dan
lmgkungan masyssrakat serta di butuhkan ke ikut sertaan masyarakat
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| dari masyarakat yang melakukan penebangan atau pembalakan hutan secara
| liar di kabupaten enrekang,

| Hal yang menjadi pengembangan yang berjangka panjang meliputi
peran pemerintah dalam sektor pengembangan hal ini menjadi pondasi
utama tercipta pengelolaan lingkungan yang kondusif serta menjadi suatau
perkerjaan rumah pemerintah yang bersifat inofatif, dan membangun.

]




Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan Koordinator
Polisi Hutan Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya sebaga benkut
“Dalam upaya pencegahan pembalakan har, peran pemenntah sebagai

katahsator adalah dengan melakukan tahap pembentukan perilaku
menuju perilaku nhr an perdult terhadap ekosistem alam, tahap

oleh Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam

wawancaranya sebagai berikut :
“Peran peemerniniah sebagai Katalisator dalam upava pencegahan

pembalakan hutan secara liar adalah untuk membentuk individu dan
masyarakat  menjadi  mandirn. Kemadinan  tersebut  meliputi

kemandinanberpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka
lakukan tersebut "(Wawancara dengan MS, 1 November 2020)
Berdasarkan wawancara tersebut dapat di jelaskan bawah peran

pemerintah sebagai katalisator adalah menumbuhkan sikap Kemadirian

-
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kepada masyarakat Kemandinan tersebut meliputi kemandirianberpikir,

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, serta memberikan
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“... kami selaku masyrakat di himbau melakukan penjagaan lingkungan
sepeerti tidak merusak apa yang ada di dalam hutan seperti membuka
lahan, mencbang pohon secara liar. Pemerintah melakukan suatu
program edukatif dengan mengajak masyarakal menjaga hingkunpan
dengan kegiatan tinjauan hutan dengan di hadin masyrakat sekitar dan
memberikan suatu himbauan yaitu hanya boleh mengambil hasil hutan
non kayu vang bersifat tidak merusak seperti madu, buah kemiri dan
getah pohon pinus untuk diyual .. “(wawancaara dengan YN pada
tangeal 06 desember 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa dalam hal

katalisator pemerintah bahwa UPT Kesatuan pengelolaan Hutan Mata Allo

o




telah maksimal melakukan tindakan yang bersifat edukatif kepada
masyarakat dengan melakukan kunjungan di lokasi hutan lindung dan
dihadiri oleh masyarakat setempat agar menghimbau menjaga hutan dengan
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Salah satu kendala dalam pencegahan pembalakan hutan secara liar di
Kabupaten Enrekang adalah karena kurangnya personil polisi hutan,
sehingga dalam peroses pengawasan, dan pencegahan kadang terkendala

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan kepala UPT
KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai beriku:

“Salah satu kendala dalam pencegahan pembalakan hutan secara liar di
Kab, Enrekang adalah karena kurangnya personil polisi hutann,




schingga dalam peroses pengawasan, dan pencegahan kadang
terkendala™. (Wawancara dengan MS, | November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa Salah satu kendala
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masyarakal tentang pentingnya menjaga, melestarikan, serta melindungi
hutan. Masyarakat belum mengerti pentingnya melestarikan dan mejaga
hutan lindung dan mengelolah manfaat hutan tanpa merusak atau menebang
hutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan UPT KPH

Mata Allo Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya sebagai benkut

L




“Banyak masyarakat yvang belum memahami secara pasti apa artu
penting hulan serta manfaat yang di hasilkan dan adanya hutan vang di
lindungi™. (Wawancara dengan MS, 1 November 2020)
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A. Simpulan
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dimanapemenintah belum maksimal sesuai dengan informasi bahwa masih
kurangnya personil polisi hutan dalam melakukan pengawasan hutan dan
kurangnya bibit pohon untuk melakukan penghijaun kembali, Pemerintah
sebagai katalisator, dimana telah maksimal melakukan tindakan vang
bersifat edukatf kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan di lokasi
hutan lindung dan pemenntah mengefesiensikan kepada masyarakat agar




mengelolah hutan dengan bijak dengan hanya mengambil hasil hutan non
kayu
2. Faktor Penghambat Unit Pelaksana Teknis Kesatuaan Pengelolaan Hutan

n Liar di Kabupaten Enrekang
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Ket :© Foto diawas profil kantor UPT KPH Mata Allo Dinas kehutanan

Kabupaien Enrckang

Ket - Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara bersama Bapak
Muhlis selaku kepala UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan

Kabupaten Enrekang dan Bapak Samsul Selaku POLHUT
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Ket : Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara dengan Bapak
Mubliis Kepala UPT KPH Mata Allo Dmas Kehutanan Kabupaten

Ket : Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara dengan Bapak
Samsul Bahri Kordmato POLHUT UPT KPH Mata Allo Dinas

KehutananKabupatenEnrekang
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ket : Foro diatus didokumentasikan pada saat wawancara dengan Bapak
Sapn kepala desa disekatar hutan di Kabupaten Enrckang

Ket : Foto diatas didokumentasikan pada saat wawancara dengan Bapak
Yamin MNur tokoh masyarakat di Sekita hutan di Kabupaten

Enrekang




MAJELIS FEHUIUIM’! VMINGGI PIMPINAN PUSAT HUHMMMIY h _
N

: UNIVERS!TAS'MMQMADIYAH MAKASSAAR ==

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASY

- &R_&Kq'g ' .
h!lkm.:: ﬂ?ﬂ E-mall t'ﬂWhum m

1. Sultan Alsuddin Mo, 259 Telp 866972 Fax (0411

| Sy, -
Frr . 63/05/C.4-VIII/X1/42/2020 24 Rabiul awal 1442 H
- 1(satu) Rangkap Proposal 10 November 2020 M
. Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yih,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang
Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di—
Enrekang
SRz
Berdasarkan surat Dekan Fakulias -Sosial dan Politik Universitas  Muhammadiyah
Makassar, nomor:< 1114/FSPIA_I-VII/XT/42/2020 tanggal 10 Nopember 2020,
menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini -

Nama : RUSMIATI

No. Stambuk : 10564 1116516

Fakultas - Fakuitas Sosial dan Politik
Jurusan . llmu Pemerintahan

Pekerjaan © Mahasiswa
Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi
dengan judul ;

"Peran Dinas Kehutanan dalam upaya pemberantasan pembalakan liar di
Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Nopember 2020 s/d 14 Januari 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk
melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku,
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa

LG BEE S

*_Drdr; Abubakar Idhan,MP.
1-20 NBM 101 7716




PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
' DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| M. Jenderal Sudirmon Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG
Enrekang, 30 November 2020
. Kepada
_.irmr : 411/ DPMPTSP/IP/XI/ 2020 ¥th. Kepala UPTD Mata Allo Kab.Enrekang
\piran T- Di-
ihal  lzin Penelitian Enrekang

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian, Pengembangan Dan Pengabdian Kepada
syarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:63/05/C.4-V(1/X1/42/2020 tanggal 10
%zember 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di Gawah ini :

na : Rusmigti

npat Tanggal Lahir : Batu Noni, 01 November 1998

;}ansi,-"?ekerjaan : Mahasiswi

mat : Dusun Batunoni Desa Batu Noni Kec. Anggeraja

J Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan
ipsi dengan judul: “Peran Dipas Kehutanan Dalam Upaya Pemberantasan Pembalokan Liar Di
bupaten Enrekang.”

{aksanakan mulai, Tanggal 20 November 2020 s/d 30 Desember 2020
gikut/Anggota : -

'frla Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1, Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan difi  kepada
Pemerintah/Instansi setempat.

2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan

3, Mentaati semua peraturan Perundang-undangan' yang beriaku dan mengindahkan adat
istiadat setempat

4, Menyerahkan 1 éﬁatu] berkgs fotocopy hasil Skrigsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

.mikian untuk mendapat perhatian .

IREKANG
WPTSP Kab. Enrekang

okat : Pembina Utama Muda
r 19651231 198502 1 002

i'nhusan Yth !

4,  Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrerkang.
Camat Enrezang.

Universitas Muhammadiyah Makassar,
Yang Bersargkutan |Rusmiatil.
Pertinggal.

mon R




74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RUSMIATI, dilahirkan di Dusun Batu Noni Desa Batu
Noni Kecamtan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada
hari Senin 2 November 1998, Anak kedua dari empat
bersaudars dari pasangan Seni dan Hasni. Penulis
meuyelesalkan  pendidikan i SD  NEGERI 59
GAROTIN Desa Batu Noni Kecamaman Angeeraja
Kabupaten Enrekang pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan
pendidikan kejenjang sclanjutnya di SMP NEGERI 4 PATAMPANUA Desa

Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tamat pada @hun 2013,
Kemudian melujutkan Sekolash Menengah Atas di SMA NEGERI |
ANGGERAJA pada tahun 2013 dan selesal pada tahun 2016, Padaahun 2016
kemudian |penelii _melanjutkan pendidikan kejenjang selanjpiaya yaitu  di
Perguruan Tinggi Universtias Muhammadiyah Makassar |[/NISMUH) Fakultas
llmu Sosial dan Umu Politik Jurusan' T Pemenntabian. Pada tabun 2021 ini
akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Straia Satu (S1) dalam karya
ilmiah dengan judul * Peram Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan
Hutan (UPT KPH) Mata Allo Dalam Pencegahan Pembalakan Liar

Dikabupaten Enrekang *.




